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BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan  

  Hasil dari penelitian pengelolaan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan Dana 

Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme 

Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa 

Bongohulawa sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Desa melibatkan masyarakat 

mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan  

Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan 

Keuangan Desa masih rendah.  

2. Dalam hal pelaporan Keuangan Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa 

Bongomeme melalui lembaga PSID (Pengelola Sistem Informasi Desa) sangat baik. 

Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-

informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu 

juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa.  

3. Pelaksanaan pertanggungjawaban Keuangan Desa oleh pemerintah desa secara 

teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan 

Keuangan Desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan 
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seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format 

yang seharusnya dilakukan .  

5.2    Saran 

      Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten perlu meningkatkan 

bimbingan teknis baik dari segi kuantitas maupun kualitas agar dapat meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Terutama bimbingan teknis terkait 

komputerisasi yang masih jarang diselenggarakan. 

2. Bagi Bendahara Desa pemahaman mengenai waktu penyampaian laporan 

pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sebaiknya diimbangi dengan pelaksanaanya 

yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri No.113 Tahun 

2014 pada Bagian Ketiga tentang Penatausahaan yaitu sebelum tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel selain yang diteliti jika akan 

melakukan penelitian dengan topik yang sama. Lokasi penelitian juga dapat diperluas 

menjadi satu kabupaten dengan menambah asisten peneliti untuk membantu 

mengumpulakan data penelitian. 

4. Hasil penelitian ini cenderung hanya menyajikan perbandingan antara kesesuaian 

Permendagri dengan aplikasi di lapangan , sehingga keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen Pengelolaan Keuangan 

Desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa . 
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5. Kurangnya keterbukaan dari Pemerintah Desa Bongohulawa terkait dengan 

Pengelolaan Keuangan Desa. 
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